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ABSTRAK 

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) merupakan bagian dari transformasi sistem 

pembayaran nasional untuk menciptakan transaksi yang efisien dan terstandarisasi. 

Secara normatif (das sollen), Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran melarang pelaku usaha 

membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen karena biaya 

Merchant Discount Rate (MDR) menjadi kewajiban merchant. Namun secara 

empiris (das sein), masih ditemukan praktik pengalihan biaya administrasi QRIS 

kepada konsumen, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan 

praktik di lapangan serta berpotensi merugikan hak konsumen dalam transaksi 

digital. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik 

pengalihan biaya admin QRIS yang dihubungkan dengan Pasal 52 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku 

usaha, serta merumuskan upaya agar praktik transaksi QRIS berjalan sesuai dengan 

ketentuan hukum. Penelitian ini diharapkan memperkuat kepastian hukum dan 

perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital. 

Tinjauan teori didasarkan pada teori perlindungan hukum yang menekankan 

jaminan hak masyarakat, teori perlindungan konsumen yang mengedepankan asas 

transparansi dan keseimbangan para pihak, serta teori transaksi elektronik yang 

menitikberatkan pada integritas dan kepercayaan dalam sistem pembayaran digital. 

Ketiga teori tersebut menjadi landasan untuk menilai kesesuaian praktik surcharge 

dengan prinsip perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi elektronik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan 

terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan regulasi perlindungan 

konsumen yang relevan, serta didukung data lapangan sebagai penguat argumentasi 

normatif. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma 

hukum yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan biaya admin QRIS 

kepada konsumen bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBI/2021 karena tidak memiliki dasar hukum dan menyimpang dari prinsip 

bahwa MDR merupakan beban merchant. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan 

asas transparansi dan keadilan dalam perlindungan konsumen. Kendala yang 

dihadapi pelaku usaha meliputi rendahnya pemahaman regulasi, pertimbangan 

ekonomi, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan pengawasan, peningkatan literasi hukum, serta penegakan sanksi 

administratif guna menjamin kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pembayaran digital. 

 

Kata Kunci: QRIS, surcharge, perlindungan hukum, perlindungan 

konsumen, sistem pembayaran digital.


